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TINJAUAN PUSTAKA
1. Pengertian Umum tentang Perjanjian
a. Pengertian Perjanian
Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 KUH

Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu

orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Pengertian

tersebut menurut para sarjana kurang lengkap karena banyak mengandung
kelemahan-kelemahan dan terlalu luas pengertiannya karena istilah perbuatan
yang dipakai dapat mencakup juga perbuatan melawan hukum dan perwalian
sukarela, padahal yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum.®®

Menurut R.Setiawan memberikan definisi perjanjian sebagai berikut:

1) Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang
bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;

2) Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313
KUH Perdata. Sehingga menurut beliau perumusannya perjanjian adalah suatu
perbutan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap
satu atau lebih.

Menurut Rutten, rumusan perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata
mengandung kelemahan, karena hanya mengatur perjanjian sepihak dan juga
sangat luas karena istilah perbuatan yang dipakai akan mencakup juga

perbuatan melawan hukum.®

15 R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1975, h.. 49
16 pyrwahid Patrik, Dasar-dasar Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan dari Undang-
undang, Mandar Maju, Bandung ,1994, h. 46




Para sarjana hukum perdata pada umumnya menganggap definisi perjanjian

menurut Pasal 1313 KUH Perdata itu tidak lengkap dan terlalu luas.

b. Unsur - unsur Perjanjian

Dari beberapa rumusan pengertian perjanjian seperti tersebut diatas jika

disimpulkan maka perjanjian terdiri dari:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Ada Pihak-pihak

Sedikitnya dua orang pihak ini disebut subyek perjanjian dapat manusia
maupun badan hukum dan mempunyai wewenang perbuatan hukum seperti
yang ditetapkan undang-undang.
Ada persetujuan antara pihak-pihak

Persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan merupakan
suatu perundingan. Dalam perundingan umunya dibicarakan mengenai syarat-
syarat dan obyek perjanjian maka timbullah persetujuan.
Ada tujuan yang akan dicapai

Mengenai tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan
ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.
Ada prestasi yang dilaksanakan

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak sesuai
dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembelian berkewajiban untuk
membeli harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang.
Ada bentuk tertentu lisan dan tulisan

Perlunya bentuk tertentu karena ada ketentuan undang-undang yang
menyebutkan bahwa dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai
kekuatan mengikat dan bukti kuat.

Ada syarat-syarat tertentu dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak.



Syarat-syarat ini terdiri dari syarat pokok yang menimbuklkan hak dan

kewajiban pokok.

c. Syarat Sahnya Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian para

pihak harus memenuhi syarat-syarat tersebut di bawah ini :

1)

2)

3)

4)

Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Kedua subjek mengadakan perjanjian, harus bersepakat mengenai hal-
hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Sepakat mengandung arti,
bahwa apa yang dikehendaki pihak yang satu dikehendaki oleh pihak yang
lain.
Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian

Cakap artinya orang-orang yang membuat perjanjian harus cakap
menurut hukum. Seorang telah dewasa atau akil balik, sehat jasmani dan
rohani dianggap cakap menurut hukum, sehingga dapat membuat suatu
perjanjian. Orang-orang yang dianggap tidak cakap menurut hukum ditentukan
dalam pasal 1330 KUH Perdata, yaitu : Orang yang belum dewasa dan orang
yang ditaruh dibawah pengampuan.
Suatu hal tertentu

Suatu hal atau objek tertentu artinya dalam membuat perjanjian apa yang
diperjanjikan harus jelas, sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa
ditetapkan.

Suatu sebab yang halal



Suatu perjanjian adalah sah bila tidak bertentangan dengan undang-
undang, kesusilaan dan ketertiban umum.’
d. Asas-asas Dalam Perjanjian
Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar
kehendak para pihak dalam mencapai tujuannya.
Asas-asas yang terdapat dalam hukum antara lain sebagai berikut :

1) Asas Kebebasan Berkontrak Dengan adanya asas ini dalam hukum perjanjian
maka setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian apapun baik yang
sudah diatur, maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Ketentuan
mengenai asas ini dicantumkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang
berbunyi "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya". Asas kebebasan berkontrak dalam
hal ini bukan berarti tidak ada batasannya sama sekali, melainkan kebebasan
seseorang dalam membuat perjanjian tersebut hanya sejauh perjanjian yang
dibuatnya tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan
undang-undang.

2) Asas Konsensuil Konsensuil berasal dari bahasa latin yaitu consensus yang
berarti sepakat. Menurut asas ini, perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya
kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak itu perjanjian
mengikat dan mempunyai akibat hukum.

3) Asas Itikad Baik Perjanjian ini dijelaskan baik dapat dibedakan obyektif. Itikad
baik, hal ini dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Itikad baik
dapat dibedakan antara itikad baik subyektif dan obyektif. Itikad baik

subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu

17 purwahid Patrik, Asas-asas itikad baik dan kepatutan dalam perjanjian, Badan Penerbit UNDIP,
Semarang, 1986 , h. 3




perbuatan hukum vyaitu yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu
dilakukan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik obyektif artinya
pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa
saja yang dirasakan sesuai dengan nilai kepatutan dalam masyarakat.

4) Asas Obligator Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh
pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, bukan
memindahkan Hak Milik. Hak Milik baru dapat berpindah bila dilakukan
dengan perjanjian yang bersifat kebendaan.

2. Pengertian Umum tentang Fidusia
a. Pengertian fidusia
Istilah fidusia telah lama dikenal dalam bahasa Indonesia yang sekarang telah
ada undang-undang yang khusus mengatur tentang hal ini, yaitu UU No. 42 Tahun

1999, akan tetapi kadang-kadang dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut

juga istilah “Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan”. Dalam termologi

Belanda disebut dengan istilah Fiduciare Eigendom Overdracht, sedangkan dalam

bahasa Inggris disebut dengan istilah Fiduciary Transfer of Ownership.8
Pengertian fidusia dan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat

(2) UU No. 42 Tahun 1999, yaitu :

Ayat (1) Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas kepercayaan
dengan ketentuan bahwa benda yangm hak kepemilikannya dialihkan
tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Ayat (2) Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang
berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak

khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan

18 Munir Fuady, Op. cit, h. 3



sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan yang tetap berada penguasaan pemberi
fidusia, sebagai agunan tertentu, yang memberikan kedudukan
diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Pada intinya bahwa fidusia merupakan penyerahan hak milik secara
kepercayaan terhadap suatu benda dari debitur kepada kreditur, karena hanya
penyerahan hak milik secara kepercayaan, maka hanya kepemilikannya saja
diserahkan sedangkan bendanya masih tetap dikuasai debitur atas dasar
kepercayaan dari kreditur.

b. Arti Pentingnya Lembaga Jaminan Fidusia

Dalam rangka pembangunan ekonomi di Indonesia, bidang hukum meminta
perhatian yang serius dalam pembinaan hukumnya, diantaranya adalah lembaga
jaminan. Seiring perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh
kebutuhan kredit tersebut.™®

Kegiatan-kegiatan perekonomian yang menyangkut masalah perkreditan
tentunya banyak terjadi dalam lalu lintas perekonomian di negara sedang
berkembang, sehingga kebutuhan akan modal cukup besar. Dengan adanya
perkembangan ekonomi dan perdagangan akan selalu diikuti oleh perkembangan
kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit, dan ini akan memerlukan
adanya jaminan, hal ini demi keamanan bagi pemberi kredit tersebut. Artinya
piutang dari pihak yang meminjamkan akan terjamin dengan adanya jaminan.
Disinilah letak pentingnya lembaga jaminan.?

Jadi dengan adanya jaminan tersebut akan mengurangi risiko yang mungkin

terjadi, apabila debitur wanprestasi atau tidak mau membayar pada waktu yang

19 Ibid, h. 76
20 pyrwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan, Undip, Semarang, 1993, h. 3



telanh ditentukan. Lembaga jaminan mempunyai tugas melancarkan dan

mengamankan pemberian kredit, maka jaminan yang baik (ideal) menurut

Soebekti adalah sebagai berikut :

1) Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit pihak yang memerlukan.

2) Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pemberi kredit untuk melakukan
atau meneruskan usahanya.

3) Yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit dalam arti bahwa barang
jaminan setiap waktu bersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah
diuangkan untuk melunasi utang si penerima (pengambil) kredit.?

Fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan atau lengkapnya Fiduciare
Eigendoms Overdracht sering disebut sebagai jaminan hak milik kepercayaan
yang penyerahannya secara constitutum posessorium.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 1150 ayat (2) KUH Perdata, merupakan
hambatan berat bagi pemberi jaminan gadai atas benda benda bergerak berwujud
karena tidak dapat mempergunakan kembali benda yang digadaikan untuk
keperluannya terlebih jika benda yang dijadikan tanggungan merupakan alat
penting untuk mata pencaharian.

Dengan adanya kekurangan-kekurangan tersebut maka butuh suatu bentuk
lembaga jaminan lain, keadaan demikian mengakibatkan timbulnya keadaan baru
yaitu lembaga jaminan fidusia. Keadaan ini mulanya terjadi di negeri Belanda
yaitu dengan adanya Arrest Hoge Raad tanggal 25 Januari 1928 yang dikenal

dengan Bierbrowerij Arrest.?

21 Spebekti, Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung,

1986, h. 29

22 Soebekti, Op Cit, h. 15-19



Dalam masa pembangunan ini dirasakan perlu adanya lembaga jaminan yang
sifatnya lebih longgar, artinya pihak debitur masih dapat menikmati benda
jaminan untuk mengembangkan usahanya.

Hal ini untuk memacu debitur agar usahanya tidak terhenti akibat bendabenda
modalnya digunakan sebagai jaminan terhadap kreditur .

Adanya lembaga jaminan fidusia dirasakan sangat menguntungkan pihak
debitur karena di samping telah memperoleh kredit, pihak debitur masih tetap bisa
menikmati atau mempergunakan benda jaminannya sehingga tidak mengganggu
kegiatan usahanya. ltulah letak arti pentingnya lembaga jaminan fidusia dalam
kehidupan sehari-hari selain itu demi keamanan dan kepastian hukum bagi si
pemberi kredit.?3

c. Prinsip-prinsip Jaminan Fidusia
Ada beberapa prinsip hukum dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia, menurut M. Yahya Harahap, yaitu :
1) Asas spesialitas atas fixed loan
Benda objek jaminan fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang
tertentu, dengan demikian harus jelas dan tertentu serta pasti jumlah utang
debiturnya.
2) Assesor
Jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yakni
perjanjian utang, dengan demikian keabsahan perjanjian jaminan fidusia
tergantung pada keabsahan perjanjian pokok, penghapusan benda obyek
jaminan fidusia tergantung pada hapusnya perjanjian pokok.

3) Asas hak Preferen

23 A, Hamzah & Senjun Manulung, Loc Cit, h. 38



Memberi kedudukan hak yang dilakukan kepada penerima fidusia
(kreditur) terhadap kreditur lainnya, hak didahulukan tersebut tidak hapus
karena adanya kepailitan dan atau likuidasi.

4) Yang memberi fidusia

Harus pemilik benda itu sendiri, jika benda tersebut milik pihak ketiga
makan pengikatan jaminan fidusia tidak boleh dengan kuasa subsitusi tetapi
harus langsung pemilik pihak ketiga yang bersangkutan.

5) Dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima atau wakil penerima fidusia

Ketentuan  ini  dimaksudkan dalam rangka pembiayaan
kreditkonsorsium.

6) Larangan melakukan fidusia ulang terhadap obyek jaminan fidusia yang sudah
terdaftar

Apabila obyek jaminan fidusia sudah terdaftar berarti obyek jaminan
fidusia telah beralih kepada penerima fidusia, oleh karena itu pemberian
fidusia ulang merugikan kepentingan penerima fidusia.

7) Asas droit de suite®*

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan
fidusia dalam tangan jaminan siapapun benda itu berada, kecuali pengalihan
hak atas piutang (cessie) dan terhadap benda persediaan.?®
Sedangkan ada 4 (empat) prinsip utama dari jaminan fidusia yaitu :

1) Bahwa secara riil pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang saja,
bukan sebagai pemilik sebenarnya.

2) Hak pemegang fidusia untuk eksekusi barang jaminan baru ada jika

24 HP. Panggabean, Makalah Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Lembaga Fidusia, Bandung, 2000,
h. 2.
25 Munir Fuady, Op. Cit, h. 4




wanprestasi dari pihak debitur.

3) Apabila hutang sudah dilunasi, maka hak obyek jaminan fidusia harus
dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.

4) Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya,
maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada

pemberi fidusia.?®

d. Ruang Lingkup dan Obyek Jaminan Fidusia

Dalam Pasal 2 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan
batasan ruang lingkup berlakunya jaminan fidusia terhadap setiap perjanjian
pokok yang pengikatan benda jaminannya dengan jaminan fidusia.

Sebelum UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, benda yang
menjadi obyek jaminan fidusia hanya terhadap benda bergerak yang terdiri benda
persediaan (inventory), benda perdagangan, piutang, peralatan mesin dan
kendaraan. Namun dengan berlakunya UU No. 42 Tahun 1999, obyek jaminan
fidusia diperluas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal
20. Benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut adalah sebagai
berikut :

1) Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum

2) Dapat atas benda berwujud

3) Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang

4) Benda bergerak

5) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan

6) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotik

% Ratu Resmiati, Masalah Hukum Pendaftaran Fidusia. Makalah Dalam Lokakarya “Fudusia dan
Permasalahannya” 10 Agustus 2006 di Jakarta, h. 3




7) Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap yang akan diperoleh
kemudia. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan
suatu pembebanan fidusia tersendiri

8) Dapat atas satu-satuan atau jenis benda

9) Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda

10) Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi obyek fidusia. Termasuk juga
hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

12) Benda persediaan (inventory), stok perdagangan.?’

Terhadap pembebanan fidusia yang obyeknya barang persediaan,
dalam hukum Anglo Saxon dikenal dengan nama floating lien atau floating
charge.

Obyek jaminan fidusia yang berupa benda persediaan/inventory yang selalu
berubah-ubah atau tidak tetap dalam akta jaminan fidusianya perlu dicantumkan
uraian yang jelas mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut, dan antara
arus masuk dan arus keluar atau piutang harus dijaga dan dilaporkan kepada
penerima fidusia.

Pembebanan Fidusia

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam
bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia, demikian bunyi Pasal 5
ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.?® Akta jaminan fidusia
harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini notaris.

Akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat :

2! Munir Fuady, Op. Cit, h. 23
28 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

h. 135.




1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia Identitas tersebut meliputi nama
lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis
kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.

2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian
dan hutang yang dijamin dengan fidusia

3) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia Cukup dilakukan
dengan mengidentifikasikan benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat
bukti kepemilikannya. Dalam hal benda menjadi obyek jaminan fidusia itu
benda persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap,
seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka
dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek,
kualitas dari benda tersebut.

4) Nilai penjaminan

5) Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.?®
Dalam akta jaminan fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal, juga

dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta yang berguna buat

mengantisipasi adanya fidusia ulang. Dimaksudkan dengan pencantuman jam
tersebut jika terdapat dan ternyata penerima fidusia lebih dari satu dalam hal
pendaftaran dilakukan bersamaan jamnya maka akta yang lebih dahuu yang
mendapat prioritas terlebih dahulu.*
f. Pendaftaran Fidusia
1) Asas Publisitas
Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia merupakan

salah satu asas Utama hukum jaminan kebendaan agar memenuhi asas

2 |pid, h. 135
30 Martin Roestami, Makalah Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia, Jakarta 19-10 Mei 2000, h. 8-




publisitas, sekaligus menjamin kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai
benda yang telah dibebani jaminan fidusia sehingga tidak terjadi fidusia ulang.

Adanya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia keinstansi yang
berwenang dalam hal ini Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan salah satu
perwujudan asas publisitas, dimana kantor fidusia itu terbuka untuk umum.

2) Kantor Pendaftaran Fidusia

Pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mewajibkan
benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor
Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia ini berada di bawah naungan
Departeman Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.

Suatu permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh
penerima fidusia, kuasa atau wakil wajib melampirkan pernyataan pendaftaran
yang memuat (Pasal 11 ayat (2) Jaminan Fidusia) :

a) ldentitas pihak pemberi dan penerima fidusia

b) Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris
yang membuat akta jaminan fidusia.

c) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia

d) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

e) Nilai penjaminan

f) Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.®

Kemudian Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam
Buku Daftar Fidusia pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap, kebenaran

31 Ignatius Ridwan Widyadharma, Hukum Jaminan Fidusia, Semarang, Undip, 2001, h. 21




3)

yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, tetapi hanya
melakukan pengecekan data saja.>?
Lahirnya Jaminan Fidusia

Penerima fidusia menerima sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan
oleh Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal sama dengan tanggal
penerimaan permohonan jaminan fidusia. Sertipikat jaminan fidusia
merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia yang memuat catatan tentang hal-
hal yang dinyatakan pada saat pendaftaran.

Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal
dicatatnya jaminan fidusia dalam buku Daftar Fidusia. Dalam Sertipikat
jaminan dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhan Yang
Maha Esa”, sehingga sertipikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan
eksekutorial, yaitu mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.33

g. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Hak Fidusia

1)

Pengalihan Jaminan Fidusia

Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia
mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima
fidusia kepada kreditur baru (accesoir). Beralihnya jaminan fidusia tersebut
harus didaftarkan oleh kreditur baru pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dalam ilmu hukum “pengalihan hak atas piutang”, dikenal dengan
istilah “cessie” sebagai dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (1), (2) UU Jaminan
Fidusia, yaitu pengalihan piutang dilakukan dengan akta otentik atau akta di

bawah tangan. Maka dengan cessie ini, segala hak dan kewajiban menerima

%2 1bid, h. 23
¥ 1bid, h. 23



2)

fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas
piutang tersebut diberitahukan kepada pemberi fidusia.

Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi
obyek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam
usaha perdagangan kecuali bila debitur telah cidera janji, obyek fidusia yang
telah dialihkan wajib diganti dengan obyek yang setara (penjelasan Pasal 21
UUJF).

Seperti disebutkan dalam Pasa 22 Undang-Undang Jaminan Fidusia,
bahwa Pembeli obyek jaminan fidusia yang berupa benda persediaan bebas
dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahuinya, dengan ketentuan
bahwa pembeli telah membayar lunas harga.

Hapusnya Jaminan Fidusia

Pasal 25 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,

menyebutkan hapusnya jaminan fidusia sebagai berikut :

a) Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia

b) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia
¢) Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

Hapusnya utang atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya
jaminan fidusia yang bersangkutan ikut menjadi hapus. Sedangkan pelepasan
hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia sebagai yang memiliki hak
fidusia tersebut bebas untuk mempertahankan atau melepaskan haknya.

Pasal 25 ayat (2) Jo Pasal 10 UUJF dan Penjelasannya, meberikan
penjelasan, bahwa hapusnya fidusia akibat musnahnya benda jaminan karena

obyek jaminan fidusia sudah tidak ada. Apabila benda yang menjadi obyek



jaminan fidusia tersebut musnah dan benda tersebut diasuransikan, maka
klaim asuransi akan menjadi pengganti obyek jaminan fidusia tersebut.
Apabila  jaminan fidusia tersebut hapus penerima fidusia

memberitahukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, dengan hapusnya jaminan

fidusia tersebut, maka Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan

jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia. Selanjutnya Kantor Pendaftaran

Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertipikat fidusia tidak

berlaku lagi.

3. Pengertian Umum tentang Konsumen
a. Pengertian konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris) atau consument
(Belanda). Batasan mengenai konsumen menurut AZ, Nasutioan adalah setiap
orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk
semua kegiatan tertentu.®* Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius
menyimpulkan pengertian konsumen adalah pemakai atau pengguna produksi
terakhir dari benda dan jasa.*®

Dari rumusan ini Hondius mengemukakan bahwa ada konsumen akhir dan
konsumen bukan pemakai terakhir. Artinya ada konsumen membeli barang
dan/atau jasa itu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta
keluarganya melainkan untuk diperdagangkan untuk menambah penghasilan,
disamping itu juga terdapat konsumen akhir yaitu konsumen yang membeli barang
dan/atau jasa untuk memenuhi hidupnya atau keluarganya dengan tujuan
melangsungkan kehidupan. Untuk itu, batasan pengertian konsumen perlu

dibedakan, yaitu :

34 AZ. Nasution, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, h. 69.
35 Shidarta, Hukum Perlindumgan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2006, h. 3




1) Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa digunakan
untuk tujuan tertentu;

2) Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa
yang digunakan untuk tujuan membuat barang dan/atau jasa lain untuk
diperdagangkan (tujuan komersil)

3) Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan
menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan
hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangga dan tidak untuk
diperdagangkan kembali (non komersial).®
Definisi konsumen menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa “konsumen adalah

setiap orang pemakai jasa dan/gatau barang yang tersedia dalam masyarakat, baik

bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, mapun makhluk hidup lain dan
tidak untuk diperdagangkan”.
b. UU No. 8 Tahun 1999 (UUPK) Instrumen Hukum Bagi Perlindungan

Konsumen di Indonesia
Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat

mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka

produk yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas
produk yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian
konsumen. Dengan semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses

globalisasi ekonomi juga tetap harus menjamin peningkatan kesejahteraan

36 AZ. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, Diadit Media, Jakarta, 2002, h. 13




masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan produk maupun jasa
yang diperolehnya dipasar.

Untuk itu diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk
mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku
usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat. Maka pada tanggal 20 April
1999 dibentuk Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen ; yang terdiri dari 15 Bab dan 65 Pasal.

Esensi dari diundangkannya UU No. 8 Tahun 1999 (UUPK) Tentang
Perlindungan Konsumen ini adalah untuk mengatur prilaku pelaku usaha dengan
tujuan agar konsumen dapat terlindung secara hukum. Hal ini berarti bahwa upaya
untuk melindungi kepentingan konsumen yang dilakukan melalui perangkat
hukum diharapkan mampu menciptakan norma hukum perlindungan konsumen.
Pada sisi lain diharapkan dapat menumbuh kembangkan sikap usaha yang
bertanggung jawab, serta peningkatkan harkat dan martabat konsumen Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 dalam upaya memberikan perlindungan kepada
konsumen menetapkan enam pokok materi yang menjadi muatan UU yaitu
mengenai larangan-larangan, tanggungjawab produsen, tanggung gugat produk,
perjanjian atau klausula baku, penyelesaian sengketa dan tentang ketentuan
pidana.®’

Dalam UU No. 8 Tahun 1999 pasal 1 butir (2) dijelaskan bahwa konsumen
adalah;

“Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik
bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain

dan tidak untuk diperdagangkan”.

3’Nurmandjito, Kesiapan Perangkat Perundang-undangan Tentang Perlindungan Konsumen,Mandar Maju,
Bandung, 2000, h. 31



Subyek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus
sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Sesuai bunyi penjelasan Pasal 1 butir (2)
UU No. 8 Tahun 1999 kata pemakai menekankan konsumen adalah konsumen
akhir (ultimade consumer). UU No. 8 Tahun 1999 dalam penjelasannya mengenai
konsumen menegaskan bahwa didalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah
konsumen akhir dan konsumen antara.

Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir suatu produk,
sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk
sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen
dalam Undang-Undang ini adalah konsumen akhir. Hal ini pun diperkuat oleh
pendapat Nasution yang mengatakan bahwa ;

“Konsumen akhir yaitu setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang
tersedia dalam masyarakat, digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi,
keluarga atau rumah tangganya, dan tidak untuk keperluan komersil.””%®

Adapun menurut Shidarta istilah pemakai sebagaimana yang dijelaskan oleh
Pasal 1 butir (2) UUPK adalah menekankan bahwa, konsumen adalah konsumen
akhir (ultimate consumer)® Istilah pemakaidalam hal ini tepat digunakan dalam
rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan, barang dan/atau jasa yang
dipakai tidak serta merta hasil transaksi jual beli. Artinya sebagai konsumen tidak
selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk
memperoleh barang dan/atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum
antara konsumen dan pelaku usaha tidak harus kontraktual (the privitiy of

contract). Berdasarkan dari definisi konsumen dan penjelasan tentang konsumen

38 Nasution Az, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, h. 73
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akhir, maka secara garis besar ada beberapa poin utama yang dapat dirangkum
mengenai konsumen, yaitu ;

Pertama, konsumen adalah setiap orang yang berstatus sebagai pemakai
barang dan/ atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat, baik bagi kepentingan
diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain.

Kedua, barang dan/jasa diperoleh melalui mekanisme pemberian prestasi
dengan cara membayar uang, namun dapat juga barang dan/atau jasa diperoleh
tidak melalui mekanisme pemberian prestasi dengan cara membayar uang.
Mekanisme seperti ini dikenal dengan istilah the privitiy of contract. Sebagali
contoh seseorang memperoleh parsel pada hari lebaran, isi paketnya adalah
makanan dan minuman kaleng yang dibeli oleh si pengirim dari pasar swalayan,
namun konsumen akhir dari makanan dan minuman itu adalah si penerima parsel
dengan tanpa harus mengeluarkan sejumlah uang.

Ketiga, barang dan/atau jasa yang telah diperoleh tidak untuk diperdagangkan
kembali. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen oleh pelaku usaha,
maka pihak konsumen dapat mengadukannya kepada lembaga yang berwenang,
seperti tercantum dalam Undang UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen pasal 45 ayat (1) ;

“Setiap konsumen yang dirugikan bisa menggugat pelaku usaha melalui lembaga
yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau
melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum”.

Konsumen bisa meminta bantuan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya
Masyarakat (LPKSM) terlebih dahulu untuk meminta bantuan hukum atau bisa
langsung menyelesaikan masalahnya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

(BPSK). Konsumen juga bisa mendatangi sub Direktorat Pelayanan Pengaduan di



Direktorat Perlindungan Konsumen, Departemen Perdagangan. Disini setelah
dilakukan proses konfirmasi, pejabat yang bersangkutan akan melakukan analisis
terhadap masalah yang diadukan, kemudian diadakan Kklarifikasi kepada
konsumen dengan cara meminta bukti-bukti dan kronologi kejadian. Baru
kemudian dilakukan proses klarifikasi terhadap pelaku usaha.

Seandainya pelaku usaha menyanggah tuduhan dan tidak ada titik kejelasan,
akan dilakukan beberapa langkah seperti mediasi atau konsiliasi. Kemudian pada
Pasal 45 ayat (2); Seandainya kedua media diatas belum menghasilkan suatu
keputusan, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan ;

1) Pelimpahan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
2) Melakukan jalur yuridis (pengadilan) secara formil.

Direktorat Perlindungan Konsumen merupakan unit operasional dibawah
Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan RI.
Fungsi dan peran direktorat ini sangat terkait dengan penanganan isu-isu
konsumen yang melekat dengan pembangunan sector perdagangan.

Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sesuai
Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berada
pada Menteri Perdagangan secara hierarki (struktural dan fungsinya) dilimpahkan
kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, yang kemudian
dilaksanakan oleh Direktorat Perlindungan Konsumen. Sesuai dengan tugas
pokok, fungsi dan perannya yang mengacu pada Keputusan Menteri Perdagangan
No.01/MDag/ Per/3/2005, upaya tersebut terkait dengan perumusan kebijakan,
standar, norma, Kkriteria dan prosedur, bimbingan teknis, serta evaluasi
pelaksanaan di bidang kerjasama, informasi dan publikasi perlindungan

konsumen, analisis penyelenggaraan perlindungan konsumen, bimbingan



konsumen dan pelaku usaha, pelayanan pengaduan serta fasilitasi kelembagaan
perlindungan konsumen.

Dalam upaya pengembangan perlindungan konsumen, sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen dan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2001 tentang Badan
Perlindungan Konsumen Nasional maka dibentuklah Badan Perlindungan
Konsumen Nasional. Namun demikian, operasional lembaga ini baru terlaksana
pada 5 Oktober 2004, sesuai Keppres Nomor 150 Tahun 2004. BPKN yang
dibentuk Pemerintah merupakan lembaga independen yang berfungsi memberikan
saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam upaya mengembangkan
perlindungan konsumen di Indonesia.

Aktivitas BPKN yang menonjol saat ini adalah penyusunan grand scenario
kebijakan perlindungan untuk memastikan kecenderungan dan prioritas
penanganan perlindungan konsumen yang efektif di masa datang, serta
peningkatan dan perumusan amandemen Undang-undang Perlindungan
Konsumen, sebagai pertimbangan bagi pemerintah untuk penyempurnaan
Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Tugas dari BKPN adalah sabagai berikut ;

1) Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka
penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen,

2) Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundangundangan
yang berlaku di bidang perlindungan konsumen,

3) Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut

keselamatan konsumen,



4) Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat,

5) Menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen
dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen,

6) Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat,
lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pelaku usaha; dan

7) Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. LPKSM adalah
lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang perlindungan
konsumen. Pada Pasal 44 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa

LPKSM memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan

perlindungan konsumen. Tugas LPKSM, adalah :

a) Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak
dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang
dan/atau jasa,

b) Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya,

c) Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan
perlindungan konsumen,

d) Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima
keluhan atau pengaduan konsumen,

e) Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap
pelaksanaan perlindungan konsumen. LPKSM posisinya amat strategis
dalam ikut mewujudkan perlindungan konsumen. Saat ini LPKSM telah
berkembang sebanyak kurang lebih 200 lembaga yang tersebar di berbagai
propinsi, kabupaten dan kota. Selain menyuarakan kepentingan konsumen,

lembaga ini juga memiliki hak gugat (legal standing) dalam konteks ligitasi



kepentingan konsumen di Indonesia. Hak gugat tersebut dapat dilakukan
oleh lembaga konsumen (LPKSM) yang telah memenuhi syarat, yaitu
bahwa LPKSM yang dimaksud telah berbentuk Badan Hukum atau
Yayasan yang dalam anggaran dasarnya memuat tujuan perlindungan
konsumen. Gugatan oleh lembaga konsumen hanya dapat diajukan ke
Badan Peradilan Umum (Pasal 46).

Sedangkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah institusi
non struktural yang memiliki fungsi sebagai “institusi yang menyelesaikan
permasalahan konsumen diluar pengadilan secara murah, cepat dan sederhana”.
Badan ini sangat penting dibutuhkan di daerah dan kota di seluruh Indonesia.
Anggota-anggotanya terdiri dari perwakilan aparatur pemerintah, konsumen dan
pelaku usaha.

Tugas-tugas utama BPSK diantaranya ;

1) Menangani permasalahan konsumen melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrasi;
2) Konsultasi konsumen dalam hal perlindungan konsumen;

3) Mengontrol penambahan dari bagian-bagian standarisasi;

4) Memberikan sanksi administrasi terhadap pengusaha yang menyalahi aturan.
Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah salah satu masalah yang cukup mendasar
(substansial) dalam konstelasi pembangunan nasional di sebuah negara, termasuk
Indonesia. Hal tersebut memerlukan satu pengaturan yang sarat dengan perhatian
dari berbagai stratifikasi sosial (lapisan masyarakat), sebagaimana upaya
perlindungan konsumen di Indonesia pada dewasa ini, antara lain hendak
meletakkan prinsip konsumen sebagai pemakai, pengguna atau pemanfaat barang

dan/atau jasa yang perlu diberikan perlindungan hukum.



Adapun makna dari Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada
konsumen. Menurut pasal 3 UU No. 8 Tahun 1999, tujuan dari Perlindungan ini
adalah ;

1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk
melindungi diri,

2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya
dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa,

3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan
menuntut hak-haknya sebagai konsumen,

4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan
informasi,

5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan
ini sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha,

6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan
usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan
keselamatan konsumen. Adapun Asas perlindungan konsumen yang tertuang
dalam Pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999 adalah ;

a) Asas Manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan
perlindungan ini harus memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi
kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,

b) Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara
maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha

untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,



c) Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan
konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun
spiritual,

d) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan jaminan atas
keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalarn penggunaan,
pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau
digunakan;

e) Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati
hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan
konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen menurut Gunawan Wijaya
adalah tingkat kesadaran akan haknya memang masih sangat rendah. Hal ini
terkait dengan faktor rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimaksudkan dapat
menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan
konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen
melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan
kesadaran pelaku usaha. Berdasarkan kondisi yang dipaparkan di atas, untuk
sampai kepada hakikat dari perlindungan konsumen yang ideal, tidak saja
memerlukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-
undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan
komprehensif, tetapi perlu juga tentang peraturan pelaksanaan, pembinaan aparat,

pranata dan perangkat perangkat yudikatif, administratif dan edukatif serta sarana



dan prasarana lainnya, agar nantinya undang-undang tersebut dapat diterapkan
secara efektif dimasyarakat.
d. Hak dan Kewajiban Konsumen
Sebelum membahas mengenai hak konsumen, ada baiknya dikemukakan dulu
apa pengertian hak itu. Sudikno Martokusumo dalam bukunya Mengenai Hukum,

Suatu Pengantar, menyatakan bahwa dalam pengertian hukum, hak adalah

kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan itu sendiri berarti

tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak
adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum. Janus

Sidabalok dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia

menyebutkan ada tiga macam hak berdasarkan sumber pemenuhannya, yakni ;

1) Hak manusia karena kodratnya, yakni hak yang kita peroleh begitu kita lahir,
seperti hak untuk hidup dan hak untuk bernapas. Hak ini tidak boleh diganggu
gugat oleh negara, dan bahkan negara wajib menjamin pemenuhannya.

2) Hak yang lahir dari hukum, Yaitu hak yang diberikan oleh negara kepada
warga negaranya. Hak ini juga disebut sebagai hak hukum. Contohnya hak
untuk memberi suara dalam Pemilu.

3) Hak yang lahir dari hubungan kontraktual. Hak ini didasarkan pada
perjanjian/kontrak antara orang yang satu dengan orang yang lain. Contohnya
pada peristiwa jual beli. Hak pembeli adalah menerima barang. Sedangkan hak
penjual adalah menerima uang.*® Dalam UU No.8 Tahun 1999 Hak Konsumen
diatur didalam Pasal 4, yakni ;

a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi

barang dan/atau jasa.
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b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau

c)

d)

jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang
dijanjikan.

Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa.

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa

yang digunakan.

e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian

9)

h)

sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif.

Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian,
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian
atau tidak sebagaimana mestinya.

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Hak
tersebut diatas pada intinya adalah untuk meraih kenyamanan, keamanan,
dan keselamatan konsumen. Sebab masalah tersebut merupakan hal yang
paling utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang
penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, tidak aman atau
membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan
dalam masyarakat. Juga untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa
yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar,
jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen

berhak untuk di dengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang



e.

adil, kompensasi sampai ganti rugi. Sedang kewajiban konsumen diatur

dalam pasal 5 UUPK yaitu ;

(1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian;

(2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau
jasa;

(3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

(4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa konsumen secara patut.

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha
Seperti telah dibahas dalam Bab I, bahwa UU No. 8 Tahun 1999 memberi

pengertian tentang pelaku usaha ;

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui  perjanjian

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Ketentuan di atas dapat kita jabarkan ke dalam beberapa syarat, yakni:

1) Bentuk atau wujud dari pelaku usaha;

2) Orang perorangan, yakni setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya
secara seorang diri.

3) Badan usaha, yakni kumpulan individu yang secara bersamasama melakukan
kegiatan usaha. Badan usaha selanjutnya dapat dikelompokkan kedalam dua
kategori, yakni :

a) Badan Hukum dan Bukan Badan Hukum
b) Badan usaha tersebut harus memenuhi salah satu kriteria ini:

(1) Didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara RI



(2) Melakukan kegiatan di wilayah hukun Negara Republik Indonesia

(3) Kegiatan usaha tersebut harus didasarkan pada perjanjian.

(4) Di dalam berbagai bidang ekonomi. Bukan hanya pada bidang produksi.

Dengan demikian jelas bahwa pengertian pelaku usaha menurut UUPK sangat

luas. Yang dimaksud dengan pelaku usaha bukan hanya produsen, melainkan
hingga pihak terakhir yang menjadi perantara antara produsen dan konsumen,
seperti agen, distributor dan pengecer (konsumen perantara). Hak pelaku usaha
sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 (UUPK) adalah ;

1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai
kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang
beritikad tidak baik;

3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum
sengketa konsumen;

4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;

5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Sedangkan kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 UU No. 8
Tahun 1999 adalah ;

1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan

dan pemeliharaan;



3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;

4) Menjamin  mutu barang dan/atau jasa Yyang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa
yang berlaku;

5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba
barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas
barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;

7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau
jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dilihat dari uraian diatas, jelas bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha
bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi
konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian
pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku
usaha.

Bila dibandingkan dengan ketentuan umum di Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, tampak bahwa pengaturan UU No. 8 Tahun 1999/UUPK lebih spesifik.
Karena di UUPK pelaku usaha selain harus melakukan kegiatan usaha dengan
itikad baik, ia juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, tanpa

persaingan yang curang antar pelaku usaha.



